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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon), yakni makhluk yang tidak 

dapat melepaskan diri dari berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi 

kebutuan hidupnya sehari-hari. Dalam melakukan hubungan tersebut adakalanya 

berjalan baik-baik saja, tidak terjadi masalah-masalah, tercapai suatu persamaan-

persamaan dalam hubungan tersebut, tetapi adakalanya juga dapat saja terjadi suatu 

perbedaan-perbedaan, pertentangan- pertentangan yang pada akhirnya 

menimbulkan perselisihan atau konflik dalam hubungan tersebut.1 

 Peran Negara yaitu memberikan penghidupan dalam bentuk suatu Pekerjaan 

yang diatur pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia yang menentukan apabila setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan 

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2  

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. Dengan berkembangnya teknologi dalam dunia membuat 

manusia juga ingin melakukan pekerjaan atau ingin menjadi karyawan atau bekerja 

di suatu tempat untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan harapan sehingga 

interaksi antara pemberi kerja atau atasan, pengusaha mulai menjalin hubungan 

 
1 Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara 

dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 24 
2 Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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baik secara sadar ataupun tidak sadar hubungan kerja mulai terjalin sehingga 

apabila hubungan kerja itu tidak terjalin baik maka akan menimbulkan perselisihan 

baik antara pekerja dengan perusahaan ataupun sebaliknya.3 

     Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

berbunyi:  “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk 

antara pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri unsur 

pengusaha,  pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.4 

Hubungan Industrial ini  adakalanya juga dapat terjadi pertentangan-pertentangan, 

perbedaan-perbedaan atau konflik, sehingga menimbulkan apa yang dinamakan 

perselisihan hubungan industrial. 

 Menurut Pasal 102 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pengusaha 

dan organisasi pengusahanya saat melakukan Hubungan Industrial mempunyai 

fungsi melahirkan kemitraan mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, 

dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan 

berkeadilan.5 

 Tujuan hubungan industrial pada akhirnya adalah menciptakan ketenangan 

atau ketentraman kerja serta ketenangan kerja; Meningkatkan produksi; 

Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat 

 
3 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
4 Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
5 Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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manusia.6 Kurang baiknya pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan sosial 

pekerja di suatu unit usaha dan lemahnya perlindungan pekerja baik oleh pengusaha 

maupun pemerintah akan berakibat terhambatnya upaya mengoptimalkan kinerja 

perusahaan. Oleh karena itu, ketiga hal tersebut harus didorong sebagai bagian 

dalam pengupayaan peningkatan sebuah produktivitas kerja.  

 Di Indonesia, masalah ketenagakerjaan yang menyangkut produktivitas dan 

kesejahteraan pekerja. Kurang harmonisnya hubungan industrial, masih rendahnya 

jaminan sosial terhadap pekerja, dan lemahnya perlindungan terhadap pekerja, 

sangat memperhatinkan, terlihat dengan masih tingginya tingkat mogok kerja dan 

pemutusan hubungan kerja.  

 Dengan adanya hubungan industrial tersebut, maka timbullah ikatan hukum 

terutama antara pengusaha dan pekerja demi menciptakan hubungan yang 

harmonis. Ikatan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak, 

yang mana hak serta kewajiban diatur pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 

serta dengan adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan juga perjanjian kerja 

bersama.7 

  Hak dan Kewajiban yang telah ditentukan tersebut kadangkala dilanggar oleh 

satu pihak, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang dimana tidak 

sesuainya perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja. Pihak yang merasa 

hak nya dilanggar bisa melakukan penuntutan atas hak tersebut, yang mana ketika 

 
6 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui pengadilan dan 

Diluar Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.17 
7 Ugo dan Pujiyo, Loc Cit. 
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melakukan penuntutan hak tersebut dibutuhkan tata cara sesuai dengan aturan-

aturan yang berlaku. 

 Menurut Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan arti mengenai 

pertentangan hubungan industrial sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan 

perselisihan yang terjadi antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 

pekerja buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena tedapat perselisihan 

mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, 

dan perselisihan antar-serikat pekerja serikat buruh dalam suatu perusahaan.8 

 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan masalah yang 

penting pada hubungan industrial. Hubungan industrial yang harmonis 

menimbulkan ketenangan kerja, yang akan mempengaruhi peningkatan 

produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Namun demikian, dalam 

kenyataannya tidak mudah untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis 

tadi, karena adanya kepentingan yang berbeda antara pekerja di satu pihak dan 

pengusaha di pihak lain, hal ini terbukti masih banyak kasus-kasus perselisihan 

yang muncul pada hubungan kerja.9 

 Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan jenis 

Perselisihan Hubungan Industrial dapat dibedakan menjadi 4 (empat), meliputi; 

 
8 Koesparmono dan Armansyah, Hukum Tenaga kerja: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga, 

2016, hlm. 23 
9 Sri Subiandini Gultom, Aspek Hukum Hubungan Industrial, Jakarta: Inti Prima 

Promosindo, 2008, hlm. 61 
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Menurut ketentuan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi: 

“Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, 

akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian kerja, dan peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja sama”.10 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: 

“Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau 

perubuhan syarat-syarat kerja yang di tetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja sama”.11 

 Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan 

Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang muncul akibat tidak adanya 

kesesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh 

salah satu pihak.12 

 Sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Antar-

 
10 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 
11 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 
12 Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 
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Serikat Kerja merupakan perselisihan yang terjadi pada serikat kerja pada satu 

perusahaan akibat tidak terdapat kesesuaian paham tentang keanggotaan, 

pelaksanaan hak dan kewajiban dalam berserikat pekerjaan. 13 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terbagi atas dua yaitu 

Penyelesaian secara Litigasi dan Non-Litigasi. Namun pada penulisan skripsi ini 

pembahasan yang digunakan adalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

secara non litigasi merupakan amanat khusus sebagai langkah pertama dalam 

penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. 

Penyelesaian non-litigasi ini juga dapat disebut Alternative Dispute Resolution 

(ADR). Dalam Pelaksanaanya Alternative Dispute Resolution (ADR) terdiri dari 

Negotiation, Mediation, Konsiliation dan Arbitration. 14 

 Pihak-pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui 

mediasi dengan peran bantuan oleh mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu organisasi 

pemerintah yang melaksanakan tugas yang bertujuan untuk mendukung pencapaian 

visi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Sumsel sejahtera lebih maju dan 

berdaya saing internasional”. Yang memiliki tugas melakukan pembinaan, 

pengembangan dan menyelesaikan pertentangan hubungan industrial dengan cara 

 
13 Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial  
14 Fuqoha, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesaian Perselisihan Non-Litigasi dalam 

Perselisihan Hubungan Industrial”, Indonesian State Law Review, Vol.2 No.2, 2020, hlm. 121-122 
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mediasi yang merupakan intervensi kepada satu sengketa dari pihak ketiga yang 

bisa diterima. 

 Mediasi hubungan industrial, juga dikenal sebagai “mediasi hubungan 

industrial” adalah proses penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan hak, 

kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan permasalahan antar serikat pekerja 

dan buruh hanya pada satu perusahaan berdasarkan jalur musyawarah yang 

difasilitasi oleh satu Mediator yang netral. 15 

 Mediator hubungan industrial, yang juga disebut mediator merupakan pegawai 

dari lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab pada bidang 

ketenagakerjaan yang memenuhi segala syarat untuk melakukan mediasi. Mediator 

juga ditunjuk oleh menteri guna memberikan saran tertulis terhadap pihak yang 

bersengketa agar menuntaskan perselisihan hak dan perselisihan lainnya. 16 

 Pada penulisan skripsi ini, peneliti membahas tentang bagaimana penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang dimana terjadi permasalahan perselisihan 

antara pengusaha dan pekerja  dengan pokok permasalahan dari PT. Surya Alam 

Permai yang memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak 

kepada pekerja tanpa melalui prosedur SP I, SP II, SP III, dan menuntut karena 

tidak dibayarkan nya gaji pokok pada bulan September 2020 dan selama bekerja di 

PT. Surya Alam Permai ini tidak di ikut sertakan dalam program Jaminan Sosial 

dan Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

 
15 Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 
16 Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 
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Selanjutnya bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak 

yang dilakukan oleh pihak perusahaan (PT. Surya Alam Permai) yang kemudian 

menuntut hak-hak yaitu meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, 

penggantian hak, dan penggantian hak cuti yang dengan total sekitar Rp. 

50.452.940.- (lima puluh juta empat ratus lima puluh dua Sembilan ratus empat 

puluh perak).    

 Upaya yang dilakukan oleh pekerja adalah dengan menuntut hak yang 

diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Selatan dan menunjuk 

mediator untuk menyelesaiakan perelisihan ini diluar pengadilan, salah satu 

langkahnya adalah Mediasi untuk mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak 

yang berselisih. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan membahas secara 

ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah dengan judul Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial Antara PT. Surya Alam Permai Dengan Pekerja Melalui 

Mediasi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada permasalahan diatas beberapa masalah yang bisa 

dirumuskan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. 

Surya Alam Permai dengan Pekerja melalui Mediasi di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan? 
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2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya dalam 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Surya Alam 

Permai dengan Pekerja melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial antara PT. Surya Alam Permai dengan Pekerja 

melalui Mediasi di Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Selatan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya 

mengatasinya  dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

antara PT. Surya Alam Permai dengan Pekerja melalui Mediasi di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

 Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sesuai dengan Tri Dharma 

perguruan Tinggi sebagai berikut: 
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a. Pengajaran, yaitu penelitian ini diharapkan bisa memberikan gagasan ilmu 

pengetahuan mengenai hukum ketenagakerjaan yang menjadi bekal dalam 

proses pengajaran. 

b. Penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pedoman 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

c. Pengabdian, yaitu penelitian ini diharapkan dapat di praktikkan saat 

menyelesaikan sengketa pertentangan hubungan industrial di dalam ranah 

ketenagakerjaan. 

2. Manfaat Praktis 

  Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi para pihak sebagai berikut: 

a. Pekerja 

 Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait bagaimana 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila terjadi perbedaan 

perjanjian yang tidak sesuai dengan ketetapan Perusahaan dan bertentangan 

dengan Undang-Undang yang berlaku. 

b. Pengusaha  

 Dapat dijadikan acuan dalam menjalankan Perusahaan untuk melengkapi 

hak-hak pekerja, dan peraturan yang sesuai undang-undang yang berlaku 

dalam menjalankan Perusahaan. 

c. Mediator 
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Dapat dijadikan acuan untuk mediator sebagai proses penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial terutama dalam proses penyelesaian 

perselisihan yang dilakukan dengan Mediasi. 

d. Masyarakat Umum 

 Dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi Masyarakat awam 

mengenai bagimana menuntaskan sengketa hubungan industrial antara 

Perusahaan dan pekerja pada dunia ketenagakerjaan. 

 

E. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Antara PT. Surya Alam Permai dengan Pekerja Melalui Mediasi di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan” hanya membahas mengenai 

penyelesaian sengketa hubungan industrial antara PT. Surya Alam Permai dengan 

pekerja serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya pada penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PT. Surya Alam Permai dengan 

pekerja di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. 

F. Kerangka Teori 

 Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai 

penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil 

penelitian yang dilakukan.17  Hubungan antara berbagai variabel digambarkan 

 
17 Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan 

Disertasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 32 
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dengan lengkap dan menyeluruh dengan alur dan kerangka yang menjelaskan sebab 

akibat suatu kejadian atau fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 

1. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan bisa 

dikatakan jika kepastian hukum merupakan bagian dari cara agar mewujudkan 

keadilan. Kepastian hukum ini sendiri mempunyai bentuk nyata yaitu pelaksanaan 

maupun penegakan hukum kepada suatu tindakan yang tidak melihat siapa individu 

yang melakukannya. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan 

apa yang akan ia alami jika ia melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu. 

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang bisa melaksanakan 

suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan pada hukum yang berlaku begitu juga 

sebaliknya. Tanpa ada kepastian hukum, maka seorang individu tidak bisa 

mempunyai suatu ketentuan baku dalam menjalankan suatu perilaku. Searah 

dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menegaskan apabila kepastian 

hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.18 

Selanjutnya Gustav Radburch menjelaskan, bahwa teori kepastian hukum ini 

dikemukakan dan ada empat dasar yang mempunyai keterkaitan erat dengan arti 

dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu19: 

 
18 Suciana AS, “Teori Kepastian Hukum”, Jurnal Repository Unas, (Jakarta: Universitas 

Nasional), 2023, hlm. 28 
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, hlm 19 
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1. Hukum merupakan hal yang positif yang mempunyai arti apabila hukum 

positif yaitu perundang-undangan. 

2. Hukum berlandaskan pada sebuah fakta, artinya hukum itu diciptakan atas 

dasar pada kenyataan. 

3. Fakta yang termasuk pada hukum wajib dirumuskan secara jelas, maka akan 

menjauhi kekeliruan ketika mengartikan atau menafsirkan serta bisa mudah 

dilaksanakan. 

4. Hukum yang positif tidak dapat dengan mudah untuk diubah. 

 Peneliti menggunakan teori Kepastian Hukum ini dalam rangka untuk 

membahas dan menganalisis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara 

PT. Surya Alam Permai dengan Pekerja melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat guna bisa menikmati segala hak-hak 

yang diberikan oleh hukum.20 

Pada umumnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni; 

perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan, perlindungan ini 

sangat besar manfaatnya bagi tindakan pemerintah yang pada dasarnya kebebasan 

 
20 Ibid, hlm. 54 
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bertindak karena dengan adanya perlindungan. Sedangkan perlindungan hukum 

represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya 

pelanggaran. 

Peneliti menggunakan teori Perlindungan Hukum ini dalam rangka untuk 

membahas dan menganalisis kendala yang dihadapi pada Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial antara PT. Surya Alam Permai dengan Pekerja melalui 

Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. 

3.   Teori Efektivitas Hukum 

Menurut Allot, Efektivitas Hukum adalah bagaimana hukum itu dapat 

memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit 

dilakukan. Ada dua alasan mengapa efektivitas hukum sulit diuji yaitu pertama, 

bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang secara 

cepat dibuat Undang-Undang atau bentuk lainnya, terkadang tujuannya dinyatakan 

oleh pembuat atau perancangnya. Kedua, bahwa ada masyarakat yang memiliki 

hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis 

atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat.21  

Efektivitas Menurut Undang-Undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga 

derajat penerapan undang-undang tersebut:22 

 
21 Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness Of Law Anthony Allot”,  

Jurnal Rechtsvinding, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 2020, hlm. 1-2 
22 Ibid, hlm. 3 
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1. Ketika Undang-Undang menjadi pencegah (preventive) apakah undang-

undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan 

yang dilarang. 

2. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (currative) 

yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil 

memberikan penyelesaian yang bersifat adil. 

3. Ketika undang-undang menjadi penyedia dari sebuah kebutuhan subyek 

hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (Facilitative) apakah 

undang-undang berhasil menyediakan aturan yang memfasilitasi 

kebutuhan mereka.  

 Peneliti menggunakan teori Penegakan Hukum ini dalam rangka untuk 

membahas dan menganalisis kendala yang dihadapi pada Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial Antara PT. Surya alam Permai dengan Pekerja Melalui 

Mediasi di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. 

 

G. Metode Penelitian  

 Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dipergunakan untuk mendapatkan 

data yang digunakan untuk keperluan penelitian disebut metode penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.23 Menurut 

Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian 

 
23 Mukti fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan empiris. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154 
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hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang didapatkan 

langsung oleh masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di 

lapangan atau melalui observasi langsung. Penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial termasuk dalam data primer yang diperoleh langsung berdasarkan 

kenyataan yang ada dilapangan. 

2. Metode Pendekatan  

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Bahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah dengan 

mengidentifikasi dan mengamati segala Undang-Undang yang memiliki kaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas.24 Pendekatan Perundang-Undangan 

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan 

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tentang Hukum Ketenagakerjaan dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang merupakan 

berpedoman pada pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku 

 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2011, hlm. 93 
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literatur sebagai acuan atau pedoman untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

yang berkaitan dengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Pendekatan yang dilaksanakan adalah melalui cara mengidentifikasi kasus 

mengenai isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang 

mempunyai kektuatan hukum yang tetap (Inkracht) yaitu tentang penyelesaian 

perselisihn hubungan industrial, yaitu perselisihan hak antara perusahaan dengan 

pekerja dengan mediasi yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan  

3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah kota Palembang tepatnya di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan 

lembaga yang meleraikan Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi objek 

dari penelitian ini.  

4. Populasi dan Sampel 

b. Populasi  

 Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.25 Berdasarkan 

pendapat diatas maka peneliti dapat menjadikan acuan untuk menentukan populasi. 

 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,  2011 

hlm. 80 
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Peneliti menggunakan Populasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Selatan. 

c. Sampel 

 Menurut Sugiyono, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. 26Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi 

yang ada, sehingga untuk mengambil sampel menggunakan cara tertentu yang 

didasarkan oeh pertimbangan yang ada. Maka dari itu, peneliti mengambil sampel 

dari Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sumatera Selatan. 

5. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung atau data yang 

diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan langsung atau 

observasi, maupun secara wawancara atau interview narasumber terhadap 

permasalahan yang akan di teliti di lapangan. 

b. Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah data yang didapatkan berdasarkan berkas-berkas resmi, 

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan Perundang-Undangan dan bentuk 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 
26  Sugiyono,Ibid, hlm. 81 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diolah pada 

penelitian ini adalah: 

a. Wawancara narasumber 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan 

yang berlaku satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai 

dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancara.27 Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui 

Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. 

Adapun pihak narasumber yang diwawancarai adalah pihak Mediator, pihak 

Pengusaha, dan Pihak Pekerja. 

b. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku 

objek sasaran.28 Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada Penelitian ini. 

 

 

 
27 Abdurrahman Fatoni, Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011, hlm. 104  
28 S. Nasution, Metode Research, Jakarta: Bumi Aksara, 2008l, hlm. 128 
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7. Teknik Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan data (Editing) 

Pemeriksaan data (Editing) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang 

telah terkumpul lalu tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 

terdapat pada pencatatan di lapangan. 

b. Klarifikasi (Classifying) 

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari 

hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung 

di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapatkan tersebut dibaca dan 

ditelaah secara mendalam, kemudian di golongkan sesuai kebutuhan.29 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Verifying) 

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari 

lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.30 Lalu 

dengan mengkonfirmasi ulang dan menyerahan data yang sudah di dapat kepada 

subjek penelitian. 

 

 

 
29 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, 

hlm. 104-105 
30 Nana Saudjana dan Ahwal kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: 

Sinar Baru Argasindo, 2002, hlm. 84 
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8. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, yaitu melalui langkah yang diambil dengan 

mengumpulkan dan menata informasi serta arsip yang telah didapatkan dalam 

penelitian ini, kemudian di susun dan diolah berdasarkan kategori yang sesuai 

dengan inti pembahasan dari permasalahan yang di teliti. Lalu saat data sudah 

dikumpulkan, maka dilakukan penelitian yang hubungan nya terkait pokok masalah 

kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga mendapatkan 

jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode Deskriptif Kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber baik secara 

tertulis maupun lisan serta perilaku yang ditangkap berdasarkan observasi langsung 

yang ada di lapangan. 

9. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian 

dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang 

memiliki sifat umum.31 Metode penarikan kesimpulan ini dimaksudkan untuk 

membahas suatu masalah dengan jalan mengumpulkan fakta kemudian menyusun 

dan menganalisa data lalu menjelaskannya kemudian diambil kesimpulan

 
31 Sutrisno Hadi, Metodelogi Researh II Cet. XVI, Jogyakarta: Yayasan penerbitan Fak. 

Psikologi UGM, 2002, hlm. 36 
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